
BAB V 

A. Kesimpulan 

Dari pernyataan  yang sudah dipaparkan  diatas, peneliti dapat memberikan beberapa 

kesimpulan terkait rumusan masalah yang sudah di jelaskan bahwa: 

1. Tanah wakaf yang terlantar di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar kecamatan 

Taktakan Kota Serang banten disebabakan karena kurangnya profesionalitas dan 

kapabilitas nadzir dalam mengembangkan aset wakaf serta adanya intervensi ahli 

waris yang mengakibatkan terhambatnya proses pengembangan tanah wakaf. 

2. Dimata hukum  baik hukum  islam maupun hukum positif melarang terjadinya 

penelantaran  tanah wakaf yang dilakukan  nadzir ataupun ahli waris , agama dengan 

jelas mengancam orang-orang yang berbuat zalim terhadap wakaf  pelakunya akan 

mendapat hukuman didunia maupun diakhirat, dan apabila tanah wakaf ini dengan 

jelas tercacat secara administrasi oleh negara yaitu memiliki AIW dan sertifikat 

wakaf, maka  pelakunya bisa dikenai sangsi denda bahkan pidana sebagaimana 

disebutkan dalam UU 41 tahun 2004 pasal 67 tentang perwakafan.   

3. Untuk menyelesaiakan masalah tanah wakaf yang terbengkalai membutuhkan waktu 

dan proses yang tak menentu dalam proses menyelesaikanya dapat ditempuh dengan 

melalui prinsip musywarah dan mufakat sebagai mana tertuang dalam UU No 41 

tahun 2004 pasal 62 tentang perwakafan hal memungkinkan karena  tanah wakaf ini 

belum memiliki staus resmi maka dari itu untuk menghindari  konfilik perlu 

diadakanya diskusi dan negosisai terhadap ahli waris dengan mendatangkan orang 

yang memiliki pengaruh terhadap kehidupannya  baik itu keluarga, kerabat, ataupun 

masyarakat setempat agar tanah wakaf yang tadinya terbengkali , tak terurus , bahkan 

ingin dijual  kembali dimanfatkan sebagai mana fungsi dan tujuan perwakafan  

B. Saran 

Dengan hasil penelitian dan temuan yang dilakukan peneliti selama beberapa bulan maka 

saran yang dapat diberikan yaitu: 

1. Untuk masyarakat yang ingin berwakaf  diharapakan dapat  menentukan dan memilih 

nadzir yang memiliki pengetahuan serta pengalaman terhadap perwakafan yang 

mumpuni karena yang menjadi tolak ukur berkembang atau tidaknya perwakafan 

bergantung pada kapasitas dan kapabilitas seorang nadzir dan nadzir yang sudah 



dititipakan harta wakaf diharapakan untuk bisa menjalankan tugas dan wewenangnya 

dengan baik 

2.  Untuk intansi atau lembaga pemerintah sepertri KUA dan BWI diharapakan dapat 

memberikan penyuluhan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat akan 

pentingnya legalitas wakaf serta potensi yang dimilikinya sehingga permasalahan 

wakaf dapat diatasi serta manfaatnya dapat dirasakan dari generasi kegenerasi 

3. Untuk Ulama Ustad dan tokoh masyarakat setempat menjadi fasilitator dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat sehingga masyarakat lebih teredukasi 

akan ajaran islam serta dapat megamalkan   
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